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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

NOMOR 4 TAHUN 2016 
 

TENTANG  

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 

TENTANG PAJAK DAERAH 
 

DENGAN  RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LIMA PULUH KOTA, 
  

Menimbang 

 

 

: a. 

 

bahwa dalam rangka menindak lanjuti Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima 

Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; 

  b. 

 

bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari 

sektor pajak daerah, perlu dilakukan perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak 

Daerah; 

Mengingat  

 

: 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);  

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 

  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan 
Umum Tata cara Pidana Perpajakan ( Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1983 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4740 );  

  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3987); 
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  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia 
Nomor 4355); 

  7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 
Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4959); 

  8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5025); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5587), sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir 

dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua  Atas Undang – Undang  Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5161); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala 

Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5179); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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  15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 

tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang 
tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan; 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 
Tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang 

tidak dikenakan Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan. 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 

Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 
 

dan 
 

BUPATI LIMA PULUH KOTA 
 

M E M U T U S K A N  : 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 

2011 TENTANG PAJAK DAERAH. 

 

Pasal I 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 8) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan ayat (3)Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 8 

(1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, 

rumah makan, cafetaria, kantin, warung, bar, catering, jasa boga, 

cepat saji, dan atau suatu usaha yang menyiapkan ruang tertentu 

untuk penjualan makanan dan minuman dan melakukan 

pembayaran. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan 

penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh 

pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. 

(3) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana ayat (1) adalah 

pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak 

melebihi Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) /bulan 

 
2. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga selanjutnya berbunyi: 

 

Pasal 11 

 
Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 
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3. Ketentuan ayat (2) Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 88 

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena 

kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) dipidana 

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana 

denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). 

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan 

sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang 

menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana 

dimaksud pasal 83 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama 2(dua) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

 

Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  Kabupaten Lima 

Puluh Kota. 

 

Ditetapkan diSarilamak 

Pada tanggal          2016 
 

BUPATI LIMA PULUH KOTA 

 

 
 

IRFENDI ARBI 

 

Diundangkan di Sarilamak 

Pada tanggal                        2016 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA 

 

 

YENDRI TOMAS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016 NOMOR 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI 

SUMATERA BARAT : (1/2016) 

 


